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ABSTRAK
Program Kemitraan merupakan suatu upaya Pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat. Melalui program kemitraan
diharapkan dapat membantu pengusaha kecil sehingga kekurangan dan keterbatasan
mereka dapat teratasi. Salah satu lembaga yang melaksanakan program kemitraan di
Aceh adalah PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian
kredit program kemitraan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh serta upaya
perusahaan untuk mengurangi kredit bermasalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
Deskriptif-Kualitatif, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data yang
diperoleh dari lapangan kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan landasan
teoritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang
diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh secara umum sudah baik, namun
diperlukan adanya sosialisasi mengenai program kemitraan agar dana bisa disalurkan
secara merata. Dan juga petugas diharapkan lebih memahami karakter calon mitra
binaan untuk menghindari calon mitra binaan yang tidak beritikad baik sehingga dapat
meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

Kata kunci : Program Kemitraan, Prosedur Pemberian Kredit, dan Kredit Bermasalah.

I. PENDAHULUAN

Salah satu usaha masyarakat demi menopang kehidupan mereka yaitu dengan

berinovasi untuk mendapatkan penghasilan, menciptakan lapangan kerja sendiri

dengan membuka usaha-usaha rumahan guna memperbaiki perekonomian keluarga.

Dalam hal pengembangan usaha tersebut terkadang mereka mengalami kendala dari

segi permodalan, padahal modal sangat berperan penting dalam kelancaran suatu

usaha.

Pada dasarnya, Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk memberikan

kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah terus berupaya memberikan

lahan pekerjaan kepada masyarakat agar tingkat pengangguran bias dikendalikan dan

bahkan berkurang. Salah satunya dengan adanya program kemitraan Badan Usaha
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Milik Negara (BUMN) untuk usaha kecil (dalam hal ini, usaha rumahan) yang mana

diharapkan bisa menekan angka pengangguran yang terus bertambah. Tujuannya

adalah meningkatkan produktivitas dan usaha atas kepentingan bersama. Oleh karena

itu, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dianggap sebagai usaha yang

menguntungkan, terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional

jangka panjang (Darmono dalam Mulkan, 2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Negara BUMN No.

Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha

kecil dan program bina lingkungan, yang dimaksud program kemitraan adalah program

untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah menghimbau kepada seluruh

(BUMN) untuk meningkatkan usaha kecil, serta melaksanakan dasar program

pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (KUKM) sejalan dengan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2007 Tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program

Binaan Lingkungan dan pada tahun 2013 mengalami revisi kembali menjadi Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2013.

Dalam pelaksanaannya, dana program kemitraan ini tidak hanya berasal dari

dana yang telah dianggarkan saja, namun sumber dana juga berasal dari dana bergulir.

Dana bergulir ini berasal dari cicilan mitra binaan yang telah mendapatkan pinjaman.

Jadi pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan juga memberikan kontribusi untuk

penyaluran dana program kemitraan kepada mitra binaan lainnya. Namun dalam

perkembangannya masih mungkin terjadi dana kemitraan tersebut digunakan oleh

mitra binaan untuk keperluan pribadi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kredit berasal dari kata “credere”dalam bahasa Italia yang artinya kepercayaan, yaitu

kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta

bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (Hasibuan, 2008).

MenurutMulyono (2007), “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu
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pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan

dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

2.1. Prinsip-prinsip Perkreditan

Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip

7P’s seperti yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sanopa (2011), yaitu :

a. Personality

b. Party

c. Purpose

d. Prospect

e. Payment

f. Profitability

g. Protection

2.1.1 Fungsi Kredit

Hasibuan (2008) menyatakan fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai

berikut :

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan

perekonomian

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

c. Memperlancar arus barang dan jasa

d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)

e. Meningkatkan produktivitas yang ada

f. Meningkatkan daya guna barang

g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

h. Memperbesar modal kerja perusahaan

i. Meningkatkan Income Per Capita(IPC) masyarakat

j. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

2.1.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2007), ada beberapa tujuan umum pemberian suatu

kredit antara lain :

a. Mencari kentungan

b. Membantu usaha nasabah
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c. Membantu pemerintah

2.1.3 Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2007), jenis kredit dibedakan menurut kegunaan, tujuan,

jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kegunaan

a. Kredit Investasi

b. Kredit Modal Kerja

2. Berdasarkan Tujuan

a. Kredit Produktif

b. Kredit Konsumtif

c. Kredit Perdagangan

3. Berdasarkan jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

b. Kredit Jangka Menengah

c. Kredit jangka panjang

4. Berdasarkan jaminan

a. Kredit dengan jaminan

b. Kredit tanpa jaminan

5. Berdasarkan sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

2.1.4 Unsur Kredit

Menurut Komaruddin (2008) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit meliputi :

a. Amanat

b. Waktu



JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH VOL. 5 NO.1

28

c. Prestasi

d. Resiko

e. Perjanjian dua belah pihak

f. Perjanjian keuntungan

2.1.5 Analisis Kredit

Menurut Ismail (2011), analisis kredit merupakan suatu proses analisis

yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah

diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan

kredit tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai

dengan kredit tersebut layak (feasible).

2.1.6 Aspek-Aspek PertimbanganAnalisa Kredit

Beberapa aspek tersebut menurut Mulyono (dalam Fajri, 2011) :

a. Aspek yuridis

b. Aspek pemasaran

c. Aspek teknis

d. Aspek komersil

e. Aspek keuangan

f. Aspek jaminan

g. Aspek sosial ekonomi

2.1.7 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit berguna untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan

supaya dapat ditagih kembali pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan surat

keputusan kredit. Ini sebenarnya telah dilakukan sejak dari diajukannya permohonan

kredit.

Adapun sistem pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank ada tiga yaitu

(Sinungan, 2010) :

a. Internal Control of Credit

b. Audit Control of Credit

c. External Control of Credit

Setelah kredit diberikan kepada nasabah, maka tugas selanjutnya adalah

melakukan pengawasan terhadap kredit yang sedang berjalan, pengawasan ini dapat
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bersifat aktif dan pasif (Sinungan, 2010).

2.2 Prosedur

2.2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (dalam Al Haq, 2012), prosedur adalah suatu kegiatan klerikal,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu department atau lebih, yang dibuat

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi

berulang-ulang.

2.3 Program Kemitraan

2.3.1 Pengertian Kemitraan

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Negara BUMN

No.Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan

usahakecil dan program bina lingkungan, yang dimaksud program kemitraan

adalahprogram untukmeningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandirimelalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Yang menjadi tujuandari

program kemitraan adalah :

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.

e. Memperluas kesempatan kerja.

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2.3.1 Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN

Agar tujuan dari pelaksanaan PKBL dapat tercapai, maka berdasarkan Peraturan

Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013 tentang program kemitraan badan

usaha milik negara dengan usahakecil dan program bina lingkungan, setiap BUMN

wajibmembentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan

bagianyang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan.

Prioritas dalam program kemitraan ditujukan bagi usaha kecil yang

belummemiliki kemampuan akses perbankan. Pada prinsipnya semua jenis usaha yang

produktif dari semua sektor ekonomiyaitu: industri, perdagangan, pertanian,

perkebunan, perikanan, jasa dan sektorlainnya (termasuk koperasi) dapat bermitra dan
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dibiayai oleh BUMN. Baik itu usahayang menghasilkan barang atau produk maupun

usaha berbentuk jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007program

kemitraan badan usaha milik negara dengan usahakecil dan program bina lingkungan,

makaPKBL dilaksanakan dengan filosofi dasar sebagai berikut:

a. Kewajiban.

b. Tugas sosial.

c. Accountable.

d. Corporate Action.

2.3.2 Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan

Kualitas pinjaman dana program kemitraan oleh perusahaanBUM diatur di

dalam ketentuan Pasal 26 PeraturanMenteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013,

yaitu:

a. Lancar

b. Kurang Lancar

c. Diragukan

d. Macet

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data primer dan informasi yang dibutuhkan dalam

penulisan ini, penulis melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu

pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh yang berlokasi di jalan Teuku Umar Stui

Banda Aceh. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh dipimpin oleh H. Supriadi, SE

sebagai kepala cabang, mempunyai 4 unit kerja yaitu unit Umum dan SDM, unit

Operasional,unit Keuangan, dan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL). Yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah Unit Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan, yaitu prosedur pemberian kredit Program Kemitraan

pada PT. Jasa raharja (Persero) Cabang Aceh Periode 2008-2011.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, digunakan tiga
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alternative metode pengumpulan data, yaitu :

1. Data Primer

Melalui metode ini data diperoleh dengan beberapa cara, yaitu :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada

pimpinan perusahaan dan kepala unit serta staf Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL) PT. Jasa Raharja.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan

melihat langsung prosedur yang terjadi.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data diperoleh baik melalui perpustakaan, artikel, internet,

dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan bidang penelitian.

3. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data melalui buku literatur,

bahan kuliah, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan landasan teoritis yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa

dan mengevaluasi hasil penelitian ini.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode analisis

deskriptif-kualitatif, yaitu membandingkan antara sistem pemberian kredit secara

teoritis dengan praktek yang ada di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh.

IV. HASIL PENELITIAN

Program Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No :

Per-05/MBU/2007 adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil

sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan

taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Maksud dan tujuan pelaksanaan program kemitraan adalah sebagai berikut :

a. Maksud penyelenggaraan program kemitraan adalah dalam rangka

mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya
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pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha.

b. Tujuan penyelenggaraan program kemitraan adalah untuk

mengembangkan potensi pengusaha kecil sebagai mitra binaan agar

menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara PT. Jasa

Raharja (Persero) dengan pengusaha kecil.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program kemitraan BUMN adalah sebagai

berikut :

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni

2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April

2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan.

3. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003 tanggal 16

September 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) No.

Kep/168/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Struktur Organisasi Urusan Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut :

Prosedur Pemberian Kredit Program Kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang Aceh

Pelaksanaan Program Kemitraan

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero). 2014

Menerima Alokasi
RKA PKBL dari
Kantor Pusat

(1)

Survey & Penetapan

Calon Mitra Binaan
(3)

Penerimaan dan
evaluasi administrasi

Proposal
(2)

Penetapan Nominal
Pinjaman Calon Mitra

Binaan
(4)

Penyaluran Dana
Program Kemitraan

(5)
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Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

1. Lancar, jika pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman

dilakukan tepat waktu, atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok

dan/atau jasa administrasi pinjaman tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal jatuh tempo sesuai dengan persutujuan yang telah disetujui bersama.

2. Kurang Lancar, jika keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa

administrasi pinjaman telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum

melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo sesuai

dengan persetujuan yang telah disetujui bersama.

3. Diragukan, jika keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa

administrasi pinjaman telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan

belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo

sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui bersama.

4. Macet, keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi

pinjaman telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal jatuh

tempo sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui bersama.

Terhadap pinjaman dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet,

dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan

kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning). Tindakan

reconditioning dilakukan setelah adanya tindakan rescheduling.

Analisis kualitas pinjaman mitra binaan dilakukan untuk mengetahui

apakah mitra binaan melakukan kewajibannya dengan baik atau sebaliknya. Dalam

menganalisis kualitas pinjaman langkah yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero)

adalah unit PKBL menyusun laporan analisis kualitas pinjaman dengan kriteria :

1. Pinjaman dengan kategori lancar akan

ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan rekonsiliasi periodik pelaksanaan

PKBL oleh unit PKBL yang kemudian dikirimkan kepada kepala cabang.

2. Pinjaman dengan kategori tidak lancar

akan ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan pinjaman tidak lancar, yaitu :
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a. Melakukan upaya penagihan

b. Membuat usulan rescheduling

- Jika upaya rescheduling berhasil, maka

akan ditindaklanjuti dengan proses penerimaan dan pemantauan

pembayaran angsuran.

- Jika upaya rescheduling tidak berhasil,

maka akan ditindaklanjuti dengan membuat usulan reconditioning.

c. Membuat usulan reconditioning

d. Kepala cabang memberi persetujuan

atas draft surat usulan reconditioning atas pinjaman tidak lancar.

e. Melakukan upaya reconditioning

- Jika upaya reconditioning berhasil,

maka akan ditindaklanjuti dengan proses penerimaan dan pemantauan

pembayaran angsuran

- Jika upaya reconditioning tidak

berhasil, maka akan ditindaklanjuti dengan membuat usulan

reklasifikasi pinjaman tidak lancar menjadi pinjaman bermasalah

f. Membuat usulan reklasifikasi pinjaman

tidak lancar

g. Kepala cabang memberi persetujuan

atas draft surat usulan untuk mereklasifikasi pinjaman tidak lancar

menjadi pinjaman bermasalah.

Tindakan pemulihan pinjaman dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut :

1. Mitra binaan beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang

akan dilakukan.

2. Usaha mitra binaan masih berjalan dan memiliki prospek usaha.

3. Mitra binaan masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran.

Jika dilakukan tindakan reconditioning terhadap suatu pinjaman, tunggakan

jasa administrasi pinjaman dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya

yang belum jatuh tempo dapat dihapuskan. Sedangkan pinjaman macet yang telah
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diuapayakan pemulihannya, namun tidak berhasil terpulihkan, direklasifikasi

menjadi kelompok aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah tersebut akan diatur lebih

lanjut oleh Menteri. Pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan harus tetap

diupayakan penagihannya. Apabila pinjaman bermasalah tersebut berhasil ditagih

kembali, hasilnya dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.

Jumlah dan mutasi pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali harus

dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pemindahbukuan pinjaman macet kedalam pos pinjaman bermasalah dapat

dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman apabila pinjaman macet

tersebut terjadi karena keadaan memaksa (force majeure) sebagai berikut :

1. Mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia

menanggung hutangnya.

2. Gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan.

V. ANALISA DAN EVALUASI

Pada tahap awal sub bagian/unit PKBL proses seleksi dilakukan dengan

melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi calon mitra binaan, apakah

calon mitra binaan telah mengisi Form PK-01 dengan benar, begitu juga dengan

kelengkapan persyaratan lainnya. Jadi, prosedur permohonan pinjaman yang

diterapkan oleh Program Kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh sudah

sesuai Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan PT. Jasa Raharja (Persero) dan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Per-05/MBU//2007.

Adapun tahapan kedua dalam prosedur kredit adalah survey dan penetapan

calon mitra binaan. Informasi tidak hanya didapatkan melalui calon mitra binaan yang

bersangkutan, tetapi juga melalui lingkungan sekitar tempat usaha calon mitra binaan.

Proses survey lapangan oleh sub bagian/unit PKBL PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Aceh yang bertujuan untuk menilai langsung apakah calon mitra binaan layak untuk

menerima bantuan dana kredit Program Kemitraan atau tidak, juga memiliki prinsip

yang sesuai dengan standar prinsip-prinsip pemberian kredit yang diterapkan suatu
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lembaga penyalur kredit pada umumnya. Adapun prinsip-prinsip yang dipertimbangkan

yaitu : Character, Condition, Capacity, Capital dan Collateral

Sehingga tahapan kedua yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang Aceh sudah sesuai dengan standar prosedur kredit pada umumnya.

Tahap selanjutnya adalah penetapan nominal pinjaman calon mitra binaan.

Penetapan nominal pinjaman belum tentu sesuai dengan nominal yang diajukan oleh

calon mitra binaan. Bisa saja nantinya PT. Jasa Raharja Persero) Cabang Aceh

menetapkan nominal lain, hal ini sesuai dengan kemampuan usaha calon mitra binaan

berdasarkan pada hasil survey lapangan yang dilakukan sebelumnya oleh sub

bagian/unit PKBL.

Adapun tahap realisasi/pencairan kredit pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Aceh sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh suatu lembaga penyalur

kredit. Petugas sub bagian/unit PKBL wajib untuk memberitahukan kepada calon

peminjam apakah permohonannya diterima atau ditolak.

Setelah tahap realisasi/pencairan dana pinjaman selasai, maka tugas selanjutnya

penerimaan dan pemantauan pembayaran angsuran. Sub bagian/unit PKBL harus

meng-update daftar cicilan mitra binaan secara berkala dan melakukan penagihan

kepada mitra binaan yang memiliki tunggakan atas persetujuan dari kepala cabang

melalui surat tugas penagihan. Dengan adanya pemantauan atas pembayaran angsuran,

ini berarti bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh telah berupaya untuk

meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf unit PKBL PT. Jasa Raharja

(Persero) Cabang Aceh, kredit bermasalah tersebut diantaranya karena usaha yang

dijalankan oleh mitra binaan terkena bencana alam, seperti tsunami yang terjadi di

Aceh beberapa tahun yang lalu, kebangkrutan usaha yang di alami oleh mitra binaan

yang penyebabnya sudah penulis jelaskan di atas. Ada juga mitra binaan yang curang,

ketika usahanya sudah tidak dijalankan lagi, kewajibannya untuk melunasi pinjaman

juga tidak dilakukan lagi, bahkan ada yang berpindah alamat. Sehingga pada saat

petugas melakukan pengecekan, mitra binaan tersebut sudah berpindah alamat atau

tidak lagi di tempat sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka agunan lah satu-satunya

yang bisa diandalkan. Agunan yang telah diserahkan oleh mitra binaan tetap ditahan




